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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, 
dan oleh rakyat bersama pemerintah. Pembangunan tersebut sudah selayaknya 
dilakukan, karena merupakan tuntutan bagi rakyat ataupun Negara yaitu 
tuntutan kemajuan yang lebih ditekankan pada pembangunan dibidang 
ekonomi, serta harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan 
kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi 
dan stabilitas nasional. Hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Dalam tujuan memelihara dan meneruskan pembangunan yang 
berkesinambungam baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan 
maupun badan hukum membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan dalam 
mewujudkan pembangunan. Peningkatan aktivitas pembangunan berarti 
peningkatan kebutuhan akan ketersediaan dana, sebagai upaya untuk 
merealisasikan pembangunan tersebut. 
Konstruksi hukum yang ada saat ini mengatur mengenai pengumpulan 
dana masyarakat, baik dalam bentuk dana jangka pendek maupun dana jangka 
panjang, untuk kemudian ”didistribusikan” kembali kepada anggota 
masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pernyataan jangka pendek 
maupun jangka panjang melalui pranata pasar modal, serta dalam bentuk 
pemberian pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang melalui pasar 
uang, dan khususnya institusi perbankan.
1
 Dalam menghadapi perkembangan 
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan 
terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan 
yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, 
termasuk juga perbankan. 
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Guna mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah telah 
memberikan berbagai kebijakan diantaranya adalah peningkatan taraf hidup 
masyarakat dengan jalan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan, 
baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional sebagai salah satu 
sumber mendapatkan dana atau modal kerja.
2
 Lembaga penyedia permodalan 
yang kita kenal adalah perbankan. Perbankan mempunyai peran yang sangat 
penting dalam pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai pranata yang 
strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai jantung 
perekonomian. 
Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam 
perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat 
mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana 
pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di 
Indonesia pada tahun 1998.
3
 Dalam rangka melaksanakan pembangunan 
ekonomi yang merupakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana 
dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perbankan. 
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional 
merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan 
sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh 
dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta 
kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat 
dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan 
peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa 
perbankan.
4
 
Mengingat peranan bank demikian strategis, maka dipandang perlu 
untuk membangun bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya 
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masyarakat. Tindakan ini sangat tepat, karena dana yang disalurkan kepada 
masyarakat melalui pemberian kredit oleh bank, mengandung risiko yang 
tinggi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas 
perkreditan yang sehat. 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan adalah menghimpun serta 
menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau 
modal tersebut guna menunjang pembangunan. Oleh karena itu perbankan 
memberi jalan keluar dengan pemberian kredit kepada masyarakat. 
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani Credere yang berarti 
kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah 
kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditor) 
percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup 
untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.
5
 Berdasarkan Pasal 1 
angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit 
perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan perjanjian kredit. 
Pada umumnya pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dengan 
mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian utang-piutang atau perjanjian 
kredit yang merupakan perjanjian pokok dan diikuti dengan perjanjian 
tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Perjanjian 
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pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti 
perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian 
pemberian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian pemberian 
jaminan adalah merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (accessoir). 
Perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh 
kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan 
mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan 
memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau 
pelaksanaan perjanjian pokok.
6
 
Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit 
oleh bank kepada debitor bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja 
terjadi khususnya karena debitor tidak wajib membayar utangnya secara lunas 
atau tunai, melainkan debitor diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam 
perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau 
mengangsur. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan 
dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan 
pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya 
yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya 
kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).
7
 
Risiko-risiko yang umumnya merugikan kreditor tersebut perlu 
diperhatikan secara seksama oleh pihak bank dan perlu prinsip kehati-hatian, 
sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas 
kemampuan dan kesanggupan debitor untuk membayar utangnya serta 
memperhatikan asas-asas perkreditan bank yang sehat. Untuk memperoleh 
keyakinan atas kemampuan debitor tersebut, maka sebelum memberikan 
kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap 7 (tujuh) hal 
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yang dikenal dengan istilah 7 P (Party, Purpose, Payment, Profitability, 
Protection, Personality, and Prospect).
8
 Salah satu hal yang dipersyaratkan 
bank sebagai kreditor dalam pemberian kredit yaitu adanya protection atau 
perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitor guna menjamin 
pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila 
setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitor tidak meluasi utangnya atau 
melakukan wanprestasi. 
Sebelum permohonan kredit dikabulkan oleh bank, pihak bank harus 
meneliti hal-hal yang menyangkut internal bank dan eksternal nasabah 
khususnya kredibilitas calon nasabah yang akan mengajukan permohonan 
fasilitas kredit. Hal ini untuk menjaga dan mencegah agar tidak terjadi 
permasalahan apabila dalam kredit tersebut mengalami kendala yang 
disebabkan oleh keadaan bank yang tidak sehat atau debitor menunjukkan 
wanprestasi, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-
asas perkreditan yang baik. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan 
pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 
debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan 
faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. 
Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk 
memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunankan 
instrumen analisa yang terkenal dengan the five of credit  atau 5 C, yaitu 
Character (watak), Capital (modal), Capacity (kemampuan), Collateral 
(jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).
9
 Ketentuan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur mengenai dasar 
dalam memberikan kredit kepada debitor, yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor 
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untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Sesuai dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya 
bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, 
jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam 
arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk 
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 
penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan 
tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha 
dari nasabah debitor. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur 
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat 
diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan 
utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang 
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya 
didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa 
girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank 
tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung 
dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. 
Kredit bermasalah akan menjadi beban bank karena ia menjadi salah 
satu tolok ukur bagi Bank Indonesia untuk menilai kinerja bank itu sendiri. 
Untuk itu adanya kredit bermasalah, perlu penyelesaian yang cepat, tepat dan 
akurat, perlu dilakukan penilaian ulang secara periodik guna penentuan 
langkah-langkah penyelamatan dan atau penyelesaian bagi bank. Dalam hal 
terjadinya kredit bermasalah, bank akan melakukan tindakan-tindakan 
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penyelamatan kredit. Tindakan penyelamatan kredit ini umumnya 
dilaksanakan dengan tiga treatment, yaitu : Rescheduling, Reconditioning dan 
Restructuring. 
Rescheduling adalah tindakan penyelamatan terhadap kredit 
bermasalah dengan jalan merubah jangka waktu kredit, misalnya dengan jalan 
memperpanjang jangka waktu kredit dan atau memperpanjang jangka waktu 
angsuran kredit. Reconditioning adalah tindakan penyelamatan kredit dengan 
jalan memberikan keringanan atas persyaratan-persyaratan kredit, misalnya 
dengan merekapitalisasi bunga tertunggak, penundaan pembayaran bunga 
sampai pada waktu tertentu (grace period), penurunan suku bunga, 
pembebasan bunga ataupun pengkonversian kredit dengan jangka waktu 
pendek menjadi jangka waktu panjang. Sedangkan Restructuring adalah 
tindakan penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan struktur kredit 
setelah lebih dahulu melakukan analisa atas keadaan permodalan debitor. 
Tindakan tindakannya dapat berupa penambahan jumlah kredit (injection) dan 
atau merubah struktur kredit misalnya dari kredit modal kerja menjadi kredit 
angsuran. 
Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan 
diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya penagihan kredit yang 
terakhir adalah dengan melihat jaminan sebagai second way-out (second 
source of repayment). Dalam hal ini akan dilakukan upaya hukum eksekusi 
atas jaminan, yang tindakan hukumnya tergantung daripada jenis dan macam 
jaminan yang diserahkan oleh debitor atau penjaminnya. Prakteknya, eksekusi 
atas jaminan dijadikan upaya bank yang paling akhir dilakukan, hanya apabila 
upaya-upaya penyelamatan kredit tidak berhasil. 
Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dengan debitor merupakan 
salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit 
merupakan ikatan antara kreditor dan debitor yang isinya menentukan dan 
mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan 
pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi 
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keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi 
utangnya. 
Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur 
mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis baik yang dibuat 
dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Pada umumnya yang terjadi 
pada setiap bank adalah setiap debitor yang meminjam uang di bank harus 
mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak 
bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta. 
Pemberian kredit memerlukan adanya pengikatan benda jaminan. 
Lembaga penjaminan hutang di Indonesia ada 4 (empat) diantaranya adalah : 
Lembaga Gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 
1150-1160), sedangkan Lembaga Hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Pasal 1162-Pasal 1232), Lembaga Hak Tanggungan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaga Jaminan 
Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168) tentang Jaminan 
Fidusia.
10
 Lembaga Jaminan Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 78) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Sistem Resi Gudang. 
Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak 
maupun benda tidak bergerak, bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh 
kreditor, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah 
merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak 
milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan 
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untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang 
berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi 
utang debitor, dan apabila terdapat sisa, maka hasilnya akan dikembalikan 
kepada debitor.
11
 Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit 
berkaitan dengan kesungguhan pihak debitor untuk memenuhi kewajibannya 
untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang 
dimilikinya secara baik dan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan 
mendorong pihak debitor untuk melunasi utangnya sehingga dapat mencegah 
terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan 
karena memiliki nilai atau harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
utang debitor kepada bank. Dalam praktek perbankan, umumnya nilai jaminan 
kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak 
debitor diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya 
tidak kehilangan harta atau asset yang diserahkan sebagai jaminan kredit 
dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. 
Perlu dicermati dalam praktek perbankan, bahwa penjualan atau 
pencairan objek atau jaminan kredit dilakukan guna melunasi kredit dari 
debitor. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan suatu tindakan yang 
perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang 
dipinjamkannya, karena pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada 
bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut 
untuk memperkecil kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya. Agar 
penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu 
dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek 
jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan ketentuan hukum yang 
mengatur tentang lembaga jaminan.
12
 Begitu besar arti kedudukan benda 
jaminan ini bagi kreditor karena dengan benda jaminan ini bagi kreditor akan 
menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi segala kewajibannya 
atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitor dan sekaligus dengan 
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adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian 
hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi. 
Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia bukan merupakan hak 
jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus 
diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah 
selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan Jaminan Fidusia 
lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir 
berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH 
Perdata. Fungsi yuridis pengikatan objek Jaminan Fidusia dalam akta Jaminan 
Fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit. 
Lembaga Jaminan Fidusia pertama kali timbul atas dasar kebutuhan 
masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, yang mana 
pihak debitor masih memerlukan benda-benda itu untuk dipakai sehari-hari 
dalam menjalankan keperluan atau kepentingannya. Jika ditempuh dengan 
menggunakan lembaga jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan 
terbentur dengan syarat inbezitstelling. Inbezitstelling adalah syarat mutlak 
yang harus dipenuhi dalam gadai, yakni bahwa barang gadai harus keluar dari 
pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : tidak sah adalah hak gadai atas 
segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasan si berutang atau si pemberi 
gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.
13
 
Gadai sendiri diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan 
Pasal 1160 KUH Perdata. Dalam Pasal 1150 KUH Perdata ditentukan bahwa 
gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang 
bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya 
oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan 
yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan 
dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali 
biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 
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untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Terjadinya 
gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan 
jenis benda yang digunakan. Cara-cara gadai antara lain cara terjadinya gadai 
pada benda bergerak bertubuh, pada piutang atas bawa, pada piutang atas 
order, dan pada piutang atas nama.
14
 
Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia ini 
diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan 
Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha 
dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan. Menurut Undang-Undang ini, objek Jaminan Fidusia 
diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 
dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia sangat menarik, 
karena objek Jaminan Fidusia khususnya untuk benda bergerak tersebut tidak 
harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan 
surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan 
tersebut, objek jaminan tetap dalam penguasaan debitor (pemilik objek 
jaminan). Misalnya, Jaminan Fidusia yang objeknya berupa kendaraan 
bermotor, bahwa atas kendaraan bermotor tersebut yang diserahkan sebagai 
jaminan kepada bank bukan fisik kendaraannya, melainkan surat-surat 
kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya saja. 
Penyerahan itu dilaksanakan secara constitutum possessorium, yang artinya 
penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri 
secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Objek Jaminan Fidusia 
masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata-kata “dalam 
penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan 
adalah hak yuridisnya atas benda atau objek tersebut. Dengan demikian, hak 
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pemanfaatannya atau hak untuk memanfaatkan benda jaminan tetap ada pada 
pemberi jaminan. Dalam hal demikian, maka hak milik yuridisnya ada pada 
kreditor penerima Jaminan Fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada 
pada Pemberi Fidusia.
15
 
Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak 
milik secara terus-menerus bagi kreditor, tetapi tujuannya adalah untuk 
memberikan jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor. Penyerahan 
hak kepemilikan secara constitutum possessorium pada hakikatnya dilakukan 
melalui tiga tahap yaitu : Tahap pertama adalah tahap perjanjian obligatoir, 
merupakan perjanjian antara pemberi dan penerima fidusia dimana debitor 
meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara 
fidusia sebagai jaminan kepada kreditor. Tahap kedua adalah perjanjian 
kebendaan, merupakan penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda 
jaminan yang dilakukan secara constitutum possessorium. Tahap ketiga adalah 
perjanjian pinjam pakai, bahwa benda jaminan atas penguasaan dan 
manfaatnya dinikmati oleh debitor. 
Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitor 
dalam prakteknya kadangkala terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan para 
pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak 
diinginkan. Objek jaminan yang diberikan oleh pihak debitor kepada pihak 
kreditor (bank) terutama pada objek atau benda jaminan seperti kendaraan 
bermotor yang dibebani Jaminan Fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda 
bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan 
dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Sesuai 
dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia adalah dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan 
menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut dan merupakan hak 
penerima fidusia. 
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Fokus perhatian dalam masalah Jaminan Fidusia adalah apabila debitor 
cidera janji atau wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak 
memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah 
diperjanjikan, maka debitor tersebut telah melakukan wanprestasi dengan 
segala akibat hukumnya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan 
istilah Cidera Janji.
16
 Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat 
dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Seringkali 
terjadi di masyarakat, debitor menggadaikan kendaraan bermotor tersebut 
kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Perbuatan tersebut tentu 
saja akan memberikan akibat hukum kepada debitor yang telah menggadaikan 
kendaraan bermotor yang dijaminkan kepada pihak ketiga. 
Perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang Jaminan Fidusia 
saat pemberi fidusia wanprestasi adalah eksekusi dengan menggunakan titel 
eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Pihak penerima 
fidusia dapat meminta pendampingan pihak kepolisian pada saat eksekusi 
dilaksanakan. Pendampingan kepolisian ini di atur dengan di buatnya 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan tujuan agar 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, 
lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu peraturan tersebut 
bertujuan agar terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima Jaminan 
Fidusia dalam hal ini pihak kreditor (bank), pemberi Jaminan Fidusia atau 
konsumen, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan 
kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan 
atau eksekusi Jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan 
masyarakat. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat 
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang 
begerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri 
tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan 
Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jamina Fidusia terdapat 
beberapa kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan, 
misalnya objek Jaminan Fidusia dijual pada pihak ketiga, objek Jaminan 
Fidusia hilang atau rusak, debitor wanprestasi.
17
 Untuk benda atau objek 
jaminan yang dialihkan, dijual, digadaikan dan disewakan pada pihak ketiga 
tanpa sepengetahuan kreditor, dalam praktek seringkali terjadi walaupun 
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ada 
larangan dengan sanksi pidana dan denda, untuk mengalihkan atau 
menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima 
Fidusia sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini, 
bertitik tolak dari alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Lembaga Jaminan Fidusia merupakan suatu lembaga yang eksistensi atau 
keberadaanya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal 
peminjaman uang dengan syarat-syarat yang lebih mudah dan fleksibel. 
2. Melalui lembaga Jaminan Fidusia akan terjamin kepastian hukum dan 
keadilan hukum dalam hal adanya perjanjian kredit antara kreditor dan 
debitor. 
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3. Melalui sistem Jaminan Fidusia ini, jaminan kreditnya adalah dalam 
bentuk benda bergerak misalnya kendaraan bermotor, sehingga barang-
barang tersebut tidak perlu diserahkan secara fisik kepada kreditor dan 
tetap dapat dikuasai oleh debitor untuk dipergunakan dalam 
mengoperasionalkan bisnis mereka. 
4. Dengan sistem Jaminan Fidusia ini, memberi keuntungan bagi kreditor 
(pihak bank), bahwa apabila ada debitor yang wanprestasi, kreditor tidak 
perlu membawa ke pengadilan kasus tersebut, karena kreditor telah 
memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk mempermudah pengeksekusian 
di tempat barang jaminan tersebut. 
5. Dengan lembaga fidusia, juga dapat membantu konsumen dalam 
memperoleh pembiayaan melalui lembaga pembiayaan untuk membeli 
kendaraan bermotor dengan sistem angsuran. 
6. Objek yang dijadikan jaminan dalam Jaminan Fidusia sering terlambat 
didaftarkan atau tidak didaftarkan sama sekali pada Kantor Pendaftaran 
Fidusia oleh kreditor bersangkutan. 
Pada prinsipnya debitor tidak mempunyai kewenangan untuk 
mengalihkan objek Jaminan Fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada 
pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor, karena telah terjadi penyerahan 
hak milik secara fidusia dari debitor kepada kreditor, sehingga kedudukan 
debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda 
atau objek Jaminan Fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan 
kepercayaan kepada kreditor. Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, 
eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat MEKAR 
NUGRAHA Cabang Boyolali, sering kesulitan dalam hal objek Jaminan 
Fidusia berupa kendaraan bermotor khusunya roda dua sudah 
dipindahtangankan oleh pemberi fidusia dengan cara dijual, digadaikan dan 
disewakan tanpa diketahui pihak penerima fidusia, identitas barang jaminan 
diubah, dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang 
yang tidak menerima kenyataan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut akan 
diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaiaan utang-utang debitor. Hal ini 
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secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa ”pemberi fidusia 
dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain 
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda 
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima 
fidusia”. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya perbedaan antara 
pengaturan (das solen) dan pelaksanaan (das sein), sehingga menarik untuk 
diteliti dan diangkat karya ilmiah dalam bentuk tesis. 
Secara akademik kebenaran penelitian ini dapat dipertahankan, karena 
meskipun sudah ada beberapa penelitian tentang judul Jaminan Fidusia, 
namun perumusan masalah dan pembahasannya berbeda, seperti : Pertama, 
Penulisan Hukum (Tesis) tahun 2005, yang berjudul Perlindungan Hukum 
Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek, yang disusun 
oleh Rully Akbar, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana 
Universitas Diponegoro Semarang. Adapun perumusan masalah yang dibahas 
adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum melalui perjanjian 
fidusia kepada kreditor dalam praktek dan apakah kelemahan-kelemahan 
dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditor pada suatu perjanjian 
Jaminan Fidusia. Kedua, Penulisan Hukum (Tesis) tahun 2008, yang berjudul 
Kajian Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi 
Swamitra di Medan, yang disusun oleh Rumiris Ramarito Nainggolan, 
Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas 
Sumatera Utara Medan. Adapun perumusan masalah yang dibahas adalah 
bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada 
Koperasi Swamitra, bagaimana kekuatan hukum perjanjian kredit pada 
Koperasi Swamitra dengan menggunakan akta fidusia yang tidak didaftarkan 
dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila debitor melakukan wanprestasi 
sedangkan akta fidusianya tidak didaftarkan. Ketiga, Penulisan Hukum 
(Skripsi) tahun 2009, yang berjudul Fidusia Sebagai Jaminan Dalam 
Pemberian Kredit Di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, yang disusun oleh 
Sheeny Adhisti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
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Surakarta. Adapun perumusan masalah yang dibahas adalah bagaimanakah 
prosedur pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia di Perusda BPR Bank 
Pasar Klaten khususnya dalam hal pelaksanaannya, apa saja hak dan 
kewajiban pemberi dan penerima Jaminan Fidusia terutama apabila terjadi 
wanprestasi dan risiko dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar 
Klaten dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit yang 
menggunakan Jaminan Fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan 
bagaimana penyelesaiannya. Keempat, Penulisan Hukum (Tesis) tahun 2011, 
yang berjudul Tanggung Jawab Debitor Terhadap Musnahnya Benda Jaminan 
Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank, yang disusun oleh Ni Made Trisna 
Dewi, Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program 
Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar. Adapun perumusan masalah 
yang dibahas adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab debitor terhadap 
benda Jaminan Fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank 
menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank 
terhadap masalah musnahnya benda Jaminan Fidusia. Kelima, Jurnal Hukum 
tahun 2012, yang berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema 
Dalam Pelaksanaannya, yang disusun oleh Aermadepa, S.H., M.H., Dosen 
Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Adapun 
perumusan masalah yang dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan 
pendaftaran Jaminan Fidusia untuk jaminan kredit, apakah sudah sesuai 
dengan aturan tentang Jaminan Fidusia dan bila tidak sesuai, apakah penyebab 
ketidaksesuaian pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dengan 
aturan (norma) nya. 
Setelah membaca judul dan perumusan masalah dari penelitian 
tersebut di atas, dapat penulis ketahui bahwa judul dan perumusan masalah 
yang mereka teliti adalah berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti. 
Penelitian yang penulis kaji membahas tentang perjanjian kredit dengan 
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor, hak dan kewajiban pemberi fidusia 
dan penerima fidusia apabila objek Jaminan Fidusia dijual oleh pemberi 
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fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan perlindungan hukum 
terhadap penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia. 
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, dilarang dengan sanksi pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah), untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Kendala-kendala 
perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditor seringkali mengalami 
kesulitan dalam mengawasi dan menguasai objek Jaminan Fidusia dalam 
upaya proses eksekusi yang disebabkan benda jaminan selama masa kredit 
berlangsung masih berada dalam penguasaan debitor. Perlindungan hukum 
terhadap penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia, 
berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 
Dengan demikian penelitian ini adalah berbeda dan secara akademis 
dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun ada peneliti terdahulu yang pernah 
melakukan penelitian mengenai masalah Jaminan Fidusia, namun secara 
substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas 
kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat MEKAR 
NUGRAHA Cabang Boyolali ? 
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemberi fidusia dan penerima 
fidusia apabila objek Jaminan Fidusia dijual oleh pemberi fidusia tanpa 
sepengetahuan penerima fidusia ? 
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam 
pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Umum 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam kerangka 
pengembangan ilmu hukum sehubungan dengan paradigma ilmu sebagai 
suatu proses. Paradigma ilmu tidak akan berhenti dalam penggaliannya 
atas kebenaran dalam bidang lembaga Jaminan Fidusia, khususnya yang 
berkaitan dengan tanggung jawab pemberi fidusia (debitor) terhadap objek 
Jaminan Fidusia yang dijual kepada pihak ketiga oleh pemberi fidusia 
(debitor) tanpa sepengetahuan penerima fidusia (kreditor) dalam suatu 
perjanjian kredit menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. 
2. Tujuan Khusus 
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan 
bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat MEKAR NUGRAHA Cabang 
Boyolali, mengetahui hak dan kewajiban pemberi fidusia dan penerima 
fidusia apabila objek Jaminan Fidusia dijual oleh pemberi fidusia tanpa 
sepengetahuan penerima fidusia, dan mengetahui perlindungan hukum 
terhadap penerima fidusia (kreditor) dalam pelaksanaan eksekusi objek 
Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
manfaat positif yaitu sebagai bahan-bahan masukan bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, Hukum Jaminan dan Hukum 
Perbankan pada khususnya. Menambah literatur atau bahan-bahan 
informasi mengenai prosedur pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia, 
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penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia serta kendala-kendala 
yang dihadapi dalam mengatasi kredit macet dengan Jaminan Fidusia. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
masukan yang sangat berharga bagi pihak bank atau kreditor, agar dapat 
melayani nasabah dengan lebih baik dan mendapatkan kualitas kredit yang 
produktif dalam menyelamatkan kredit macet serta menjadikan masukan 
bagi bank dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
menyelesaikan kredit macet. Diharapkan dapat ikut membantu untuk lebih 
mengembangkan dan memasyarakatkan PT. Bank Perkreditan Rakyat 
MEKAR NUGRAHA Cabang Boyolali, sebagai salah satu lembaga 
keuangan. 
